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ABSTRACT Tulisan ini menyoroti hal-hal yang terkait dengan si mafqud, baik berkenaan hak yang sudahada padanya seperti isteri dan harta, maupun hak baru yang akan diperolehnya. Hal yang terkaitdengan isteri juga berkenaan dengan kelanjutan Perkawinan si mafqud, sampai kapan isteriharus menunggu kepastian suaminya. Begitu juga dengan harta yang erat kaitan dengankewarisan, baik posisinya sebagai pewaris ataupun sebagai ahli waris. Menjawab persoalan iniulama  mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia si mafqud dinyatakanmeninggal   dunia dan juga berbeda dalam penggunaan istishhab al-hal. Sebenarnya perbedaanpendapat tersebut bermula dari perpedaan pendapat mereka tentang istishhab sifat, yaitumemberlakukan berlanjutnya suatu sifat yang sebelumnya telah ada. Pada istishhab sifat atausecara umum disebut istishhab al-hal ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalanganulama. Satu pihak jumhur ulama, berpendapat bahwa istishhab al-hal itu dapat digunakan untukmengukuhkan hak yang ada padanya dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan hak baru.Sedangkan menurut Hanafiyah istishhab sifat atau istishhab al-hal itu hanya dapat digunakanuntuk mengukuhkan hak yang sudah ada padanya dan tidak dapat digunakan untukmendapatkan hak baru.
KEYWORDS Niniak Mamak, Kesadaran hukum,  Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Persoalan mafqud menjadi polemik dikalangan ulama baik terkait dengan kelanjutanPerkawinannya maupun kewarisan. Hal inidipicu karena adanya berbagai kemaslahatanyang terkait dengan mafqud ini, sehingga perluditetapkan keberadaannya. Pada dasarnyamafqud dinyatakan hidup berdasarkan kaedahistishhab, sampai ada bukti yang meyakinkanbahwa ia telah meninggal dunia. Akan tetapiada beberapa kamaslahatan dan kepentinganyang menuntut kepastian keberadaan simafqud. Pertama, terkait dengan isteri simafqud, perlu kejelasan keberadaan suaminyayang hilang, karena ini menyangkut statusisterinya, apakah si isteri tersebut tetap milik simafqud, sampai kapan si isteri harusmenunggu kepastian suaminya apakah masihhidup atau meninggal dunia, dan kapan iaboleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua,terkait dengan harta, yang erat hubungandengan kewarisan.  Terjadinya saling mewarisi

apabila ada kematian. Apabila tidak adakematian, maka seseorang belum bisamewarisi atau mungkin ia sendiri yangmeninggal lebih dahulu dari kerabatnya.Apabila ketentuan ini dikaitkan denganmafqud, karena tidak diketahui keberadaannyaapakah ia masih hidup atau telah meninggaldunia, maka muncul kesulitan dalammenerapkan ketentuan ini. Jika ketentuan initetap dipertahankan  hidup tentu akanmenimbulkan dampak negatif terhadap orang-orang yang terkait dengan si mafqud, sepertiisteri, anak-anaknya, hartanya dan hal-hal yangterkait dengan itu. Tulisan  mengulas tentangkelanjutan Perkawinan dan kewarisan mafqud,dengan mengungkap pendapat berbagaimazhab yang di rujuk dari kitab-kitab Fikih danhukum positif Indonesia, yaitu Undang-undangPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
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Jenis penelitian ini adalah penelitiankepustakaan (library research), yaitupenelitian melalui penela’ahan  bahan-bahankepustakaan yang relevan dengan masalahyang dibahas. (Soekanto 1983,13-14)Penelitian ini termasuk penelitian hukumnormatif dalam bidang perkawinan dankewarisan. Pendekatan penelitian yangdigunakan adalah pendelitian deskriprifkualitatif tentang kelanjutan perkawinan danpenyelesaian kewarisan mafqud . Di sampingitu juga menggunakan pendekatan ushul fikih
Mafqud dan PermasalahannyaKata mafqud merupakan (المفقود) isim
maf’ul dari kata فقد artinya hilang.    Secaraterminologi tidak terdapat perbedaansecara substansi di kalangan Fuqaha dalammendefinisikan mafqud, hanya saja merekaberbeda redaksi dalam mengungkapkannya.1. Menurut Muhammad Abu Zahrah

المفقود ھو غاءب لایدرى مكانھ ولایعلم حالھ اھو 
حى ام میت

Mafqud adalah seseorang yang ghaib
(hilang) dan tidak diketahui tempatnya dan
juga tidak diketahui keberadaannya apakah
ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.(az-Zahrah 1957, 498)2. Menurut Wahbah az-Zuhailiy

ثر, یعرف االمفقود ھوالشغص الذي غاءب عن بلده بحیث لا
ومض على فقده زمان بحیث لایعرف انھحى او میت
Mafqud adalah  seseorang yang menghilang
dari negerinya tanpa diketahui tempat serta
keberadaannya dan waktunya telah berlalu
dan tidak diketahui apakah ia masih hidup
atau sudah meninggal dunia. (az-Zuhailiy tt,452)3. Menurut Muhammad Ali as-Shabuny,

ھو الغاءب الذى انقطع خبره و خفي اثره فلا یدرى احي
ام میت

Mafqud   ialah  orang  yang  hilang  dan telah
terputus  informasi  tentang    diriya sehingga
tidak  diketahui  lagi  tentang  keadaan yang

bersangkutan, apakah  dia masih hidup atau
sudah  wafat. (as-Shabuny 1388 H,  205)4. Menurut Syarqawi (ulama Syafi’iyah):

والمفقود من انقطع 
خبره
Mafqud adalah orang yang putus (tidak ada)
khabar tentangnya. (al-Azhary 1997, 454)5. Mafqud adalah seorang yang menghilangdan tidak diketahui tempat tinggalnya danjuga tidak diketahui apakah ia masih hidupatau sudah meninggal dunia, maka hakimmemerintahkan seseorang untuk menjagahartanya dan memenuhi hak-haknya, danmenafkahi istri dan anaknya yang masihkecil dari harta peninggalannya.Dan laki-laki tersebut tidak boleh dipisahkan dariistrinya, apabila usia yang mafqud tersebuttelah mencapai usia 90 tahun semenjakkelahirannya maka ia dapat diangap sudahmeninggal dunia, dan istrinya menjalani'iddah. (al-Nasafi  2011, 396)Berdasarkan definisi di atas terlihatbahwa mafqud adalah orang yang tidakdiketahui kabar beritanya, apakah ia masihhidup atau sudah meninggal dunia.  Orangyang  hilang  dari  negerinya dalam waktuyang cukup lama dan tidak diketahui lagikeberadaannya apakah ia masih hidup atausudah meninggal dunia. Contohnya  adalahseorang  pedagang yang  pergi  berdagangke  suatu  daerah  yang tengah  dilandaperang,  para  relasinya  yang dihubungitidak  mengetahui  keberadaannya, karenamenurut mereka, pedagang tersebut telahpulang  ke  negerinya,  sedangkankeluarganya  di rumah  menyatakan  bahwaia  telah  lama  tidak pulang.Contoh lainnya adalah seorang nelayanyang berlayar untuk mencari  ikan.  Rekan-rekannya  tidak  mengetahui  lagikeberadaannya, karena  dia  menghilangtelah  cukup  lama.  Begitu juga seseorangyang  merantau  ke  negara  lain,  baik dalamrangka  melakukan  studi  atau  kegiatanlainnya  dalam  waktu  yang  cukup  lamatidak diketahui kabar beritanya.

Mafqud atau orang hilang adalah orangyang terputus sehingga tidak diketahuiapakah ia hidup matinya. Akan tetapi orangini pernah hidup dan tidak diketahui secarapasti apakah masih hidup atau tidak.Penetapan status bagi mafqud (apakah iamasih hidup atau tidak), para ulama Fikih
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cenderung memandangnya dari segi positif,yaitu dengan menganggap orang yanghilang itu masih hidup, sampai dapatdibuktikan dengan bukti-bukti bahwa iatelah meninggal dunia.Sikap yang diambil ulama Fikih iniberdasarkan kaidah istishab yaitumenetapkan hukum yang berlaku sejaksemula, sampai ada dalil yang menunjukkanhukum lain. Akan tetapi, anggapan masihhidup tersebut tidak bisa dipertahankanterus menerus, karena ini akanmenimbulkan kerugian bagi orang lain. Olehkarena itu, harus digunakan suatupertimbangan hukum untuk mencarikejelasan status hukum bagi si mafqud (paraulama Fikih telah sepakat bahwa yangberhak untuk menetapkan status bagi oranghilang tersebut adalah hakim, baik untukmenetapkan bahwa orang hilang telahmeninggal  atau belum. Implikasi sikapulama ini terhadap harta mafqud adalahsebagai berikut:
1. Hartanya tidak boleh dibagi-bagikan kepadaahli waris sesuai dengan pembagianwarisan masing-masing.
2. Hakim berhak mengambil harta mafquduntuk nafkah isteri dan anak-anaknyasesuai dengan keperluan mereka. Apabilaharta yang ditinggalkan mafqud berupabarang dagangan, maka hakim berhakmenjualnya untuk keperluan isteri dan anaksi mafqud.
3. Semua transaksi yang dilakukan mafqudsebelum ia meninggalkan negerinya, tidakdibatalkan. Menurut ulama Fikih, hakimberhak menunjuk wakil mafqud untukmengurus transaksi tersebut dan hal yangterkait dengannya.
4. Hakim bertindak sebagai pemelihara harta

mafqud sampai statusnya jelas danbertindak untuk kemaslahatan hartatersebut. Misalnya, harta yang ditinggalkanberupa harta yang cepat rusak seperti buah-buahan, maka demi menjaga kemaslahatanhakim berhak menjual dan menyimpan hasilpenjualannya.
5. Hakim juga berhak menunjuk seseorangyang akan bertanggung jawab untukmemelihara, mengelola danmengembangkan harta si mafqud. Apabila si

mafqud dinyatakan meninggal berdasarkanbukti yang ada dan meyakinkan, makahartanya dapat dibagikan kepada ahli warisyang berhak  menerimanya, terhitung sejaksi mafqud diketahui meninggal dunia.

6. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwahakim juga mempunyai hak untukmenetapkan status orang hilang tersebutapakah ia masih hidup atau sudahmeninggal dunia. Apabila hakim telahmenetapkan mafqud sudah meninggaldunia, maka semenjak itu harta dapatdibagikan kepada ahli waris yang berhakmenerimanya dan isteri boleh menikah lagisetelah menjalani masa iddah, sejakdinyatakan meninggal tersebut.
Kelanjutan Perkawinan yang Suaminya
MafqudUlama Fikih berbeda pendapat dalammenetapkan jangka waktu seseorangdikatakan mafqud dan bila si mafqud itu bisadikatakan sudah meninggal dunia. Pertama,Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapatseseorang yang mafqud baru ditetapkansecara hukum, yaitu apabila telah meninggalorang yang seusia si mafqud. Terkaitdengan usia  orang yang meninggal padaumumnya, kelompok ini berpendapat adausia 60 tahun, 90 dan 120 tahun. (al-Sarakhsi 1989, 54) Penetapan telahmeninggal dunianya secara hukum si
mafqud diserahkan kepada hakim. Hakimlahyang akan meneliti dan berijtihad sertaberbuat sesuatu yang mendatangkankemaslahatan. Alasan yang dikemukakanulama ini adalah kemutlakan perkataan Alibin Abi Thalib: isteri mafqud adalah isteri
yang ditimba cobaan, maka sabarlah dan
jangan dinikahkan sampai ada bukti-bukti
kematian suaminya. ( az-Zuhaily tt,  455)Kedua Malikiyah berpendapatseseorang yang mafqud bisa ditetapkanmeninggal dunia oleh hakim apabila  telahberlalu waktu selama empat tahun (4)tahun. Setelah 4 tahun berlalu, apabila isteritidak mampu hidup sendiri, ia bolehmengajukan gugatan ke hakim untuk di-
fasakh dengan alasan suami mafqud. (az-Zahrah 1957, 498) Sebagian ulamaMalikiyah yang lain berpendapat bahwahakim boleh memutuskan meninggalnya si
mafqud setelah berlalu satu tahun.1

1 Imam Malik dalam salah satu pendapatnya
menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim
memberi vonis kematian si mafqud ialah 4 (empat) tahun.
Pendapat ini beliau istimbat-kan dari perkataan Umar bin
Khattab yang menyatakan: "Setiap isteri yang
ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui
dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun,
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(Wahbah az-Zuhaily tt, 456 ). Namun batasusia seseorang menurut Malikiyah adalahsampai umur 70 tahun berdasarkan Hadis
masyhur bahwa batas umur umatku antara60-70 tahun.  Menurut Imam Malik,putusnya perkawinan karena suami mafqudini dikategorikan sebagai talak bain, haltersebut disebutkan oleh Imam Sahnundalam kitabnya al-Mudawwanah al-Kubra,ketika beliau bertanya pada ImamAbdurrahman Ibnu al-Qasim selaku muridlangsung Imam Malik.Pada  kasus orang hilang dalampeperangan antar kaum muslimin dengankaum kafir, dalam Mazhab Maliki ada empatpendapat. Pertama, dihukumi sama denganorang yang ditawan. Kedua, hukumnya samadengan orang yang dibunuh sesudahmenunggu selama satu tahun, kecuali orangyang mafqud tersebut berada disuatutempat yang sudah jelas maka orang yangmafqud tersebut disamakan dengan orangyang hilang dalam peperangan.Ketiga,dihukumi sama dengan orang yang hilang dinegeri muslim.Keempat, hukumnya samadengan orang yang dibunuh dalam halhubungan perkawinannya, dan hukumnyasama dengan orang yang hilang dinegerimuslim dalam hal hartanya. (Rusyd tt, 515)Ketiga, Imam Syafi’i dalam Qaul Qadim-nya. Beliau mengatakan istri yang suaminyamafqud dapat mengajukan fasakh terhadapperkawinannya kepada penguasa, setelahitu ia diberikan empat tahun, dalam waktuempat tahun tersebut dilakukan pencarianterhadap suaminya dalam kasus oranghilang di negeri musuh, Mazhab Malikimenghukumi orang yang hilang tersebutdengan tawanan, sehingga sang istri tidakboleh menikah dengan laki-laki lain kecualikematian suaminya telah jelas, atau sesudahmelampaui satu masa yang biasanya oranghilang itu dapat diyakini bahwa ia tidakakan hidup hingga masa tersebut danmenurut Imam Malik, dan Ibnu Qasimbahwa masa tersebut adalah tujuh puluhtahun semenjak kelahirannya, dalampendapat lain Imam Malik mengatakanmasa tersebut adalah sampai delapan puluhtahun, Ibnu ‘Arafah mengatakan masatersebut adalah sampai usia mafqud tujuhpuluh lima tahun sejak kelahirannya, dan
kemudian dia ber'iddah selama empat bulan sepuluh
hari, kemudian lepaslah dia...." (HR Bukhari)

Asyhab mengatakan orang tersebutdihukumi sama dengan mafqud dinegerimuslim yang hilang tersebut.  Apabila dalamwaktu empat tahun telah berakhir dan jugatidak kejelasan tentang suami yang mafqudtersebut, maka sang istri menjalani ‘iddahdan wanita tersebut halal untuk menikahkembali. Ada dua dalil yang beliau gunakan,pertama adalah atsar dari sahabat Umar binKhattab radhiyaallahu ‘anhu, kemudian dalilyang  kedua Imam Syafi’i mengqiyaskansuami yang mafqud tersebut dengan suamiyang mengalami impoten dalam hal tidakbisanya ia menggauli istri dan suami yangsulit ekonominya dalam hal memberinafkah, dimana keduanya sama- samamenimbulkan dharar (bahaya). Bahkankedua faktor (dharar) tersebut dimilikisuami yang mafqud sehingga tentunya,kebolehan fasakh karena suami yangmafqud tersebut lebih diutamakan. (al-Syîrâzi tt, 206)Pernyataan di atas dapat dipahamibahwa si mafqud dapat dinyatakanmeninggal dunia berdasarkan bukti-buktiyang ada atau setelah berlalu  beberapamasa yang diyakini bahwa menurutbiasanya tidak mungkin ia masih hidup.Mereka tidak menetapkan ukuran masanya,karena usia manusia itu relatif, namunmenyerahkankan sepenuhnya kepadahakim berdasarkan pertimbangan tersebut.(asy-Syafi’i1990, 78-79) Riwayat laindinyatakan bahwa batas usianya 90 tahun,berdasarkan kebiasaan yang berlaku. ((as-Shabuny 1388 H,  205)  Namun dalampendapat yang dikemukakan oleh ImamSyafi’i dalam qaul jadid-nya yang kemudiandiikuti oleh para ulama syafi’iyah, pendapatini juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafiserta mayoritas tabi’in seperti: Ibrahim an-Nakha’i, Abu Qilabah, Asy-Sya’bi, Hamad binSulaiman, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah,Sufyan Ats-Tsauri, mereka berpendapatbahwa suami yang mafqud tidak bolehdiceraikan dari istrinya, dan istrinya harustetap menunggu suami yang mafqudtersebut sampai datang bukti yang jelasakan kematian suaminya atau datang talakdari suaminya walapun dalam  waktu yangsangat lama sekali.
Keempat, Hanabilah membedakankeadaan orang yang mafqud kepada 2kategori: a. Mafqud yang berat dugaanmeninggal dunia, misalnya seseorang yangminta izin untuk pergi ke medan perang,setelah perang usai orang tersebut tidak
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kembali, setelah dicari informasi tidaksatupun yang tahu dan tidak ada pula yangmelihat jasadnya. Kasus seperti ini si
mafqud dapat dikatakan telah meninggaldunia apabila telah berlalu waktu selama 4tahun. b. Mafqud yang  tidak berat dugaan iameninggal dunia. Misalnya seseorang pamituntuk  pergi berdagang, setelah beberapalama ia tidak pulang dan tidak diketahuiinformasinya apakah ia masih hidup ataumeninggal dunia. Si mafqud dalam kasus inidianggap telah meninggal dunia apabilaorang yang sebaya si mafqud padaumumnya telah meninggal dunia, atausependapat dengan Hanafiyah. (az-Zuhailiytt,  452)Menurut Umar bin Khattab adabeberapa hukum yang terkait denganperkawinan suami mafqud, yaitu:

1. Isteri boleh memilih antara tetap setiamenunggunya sampai jelas keberadaansuaminya atau ia mengajukan masalah itu(gugatan). Jika yang dipilih adalahmengajukan masalah tesebut ke hakim,maka menurut Umar, isteri tersebut harusmenunggu selama empat (4) tahun, sejak iamelaporkan suaminya kepada hakim. Hal inidisebabkan karena lama kehamilan wanitapaling lama empat tahun, jika kabar beritasuaminya jelas dalam masa penantianempat tahun tersebut. Jika setelah masaempat tahun tidak tampak tanda-tandakehidupan suaminya, maka isteri menjalanimasa iddah selama empat (4) bulan sepuluh(10) hari.
2. Jika masa penantian selama empat tahunsudah selesai, maka hakim harus memanggilwali mafqud untuk menceraikan wanitatersebut dengan si mafqud tersebut,kemudian barulah si wanita tersebutmenjalani masa iddah selama empat (4)bulan sepuluh hari.Jika si isteri menikah lagi, kemudiansuami yang mafqud kembali lagi, makahakim menyuruh memilih antara isterinyaatau mahar yang telah ia bayarkan. Jika yangdipilih adalah bayar yang telah dibayarkan,maka si isteri untuk suami yang ke-2. Jika si

mafqud yang sudah kembali itu memilihkembali pada isterinya, maka si isteri harusmenjalani masa iddah, setelah itu ia bolehmenggauli isterinya, dan sang isteri tetapmendapatkan mahar yang telah ia terimadari suami kedua, sebagai ganti kenikmatanyang pernah ia rasakan bersama suaminya.(Qal’ahji 1999, 362)

Adapun dalil mengenai kebolehanseorang istri untuk berpisah dari suaminyayang mafqud tersebut adalah melaluiqiyas.Dimana seorang istri berhak untukmendapatkan nafkah batin, jika istri tidakmendapatkannya seperti dalam kasuskepada istri yang di’ila oleh suaminya dankasus istri yang suaminya impoten, makaistri berhak untuk mengajukan fasakh,sedangkan dalam kasus suami yang mafqudini lebih menimbulkan mudharatdibandingkan dengan dua kasus tersebutkarena dalam kasus suami yang mafqud iniistri bukan hanya tidak mendapatkannafkah batin saja tetapi juga tidakmendapatkan nafkah lahir, makaperpisahan karena suami mafqud ini lebihutama dibandingkan dua kasus  tersebut.(Tâhir 2005, 226-227)Senada denganMuhammad Sakhâl al-Majjâjî, Habib binTâhir, seorang ulama bermazhab Maliki dariTunisia, juga mengatakan bahwa istri yangsuaminya mafqud di Negara Islam agarmelaporkan kasusnya kepada hakim diMahkamah Syar’iyah, jika tidak ada maka iadapat melaporkannya kepada MahkamahSiyasah jika tidak ada juga ia dapatmelaporkannya kepada seseorang yang adildan dapat dipercaya menjadi hakim ditengah-tengah kaum muslimin setelah iamelaporkan kasusnya ia harus menugguselama empat tahun, jika sudah masa empattahun itu selesai ia ber’iddah dengan ‘iddahwafat.Dalil yang digunakan oleh Habib binTâhir sama dengan yang digunakan olehMuhammad Sakhâl al-Majjâjî bahwaperpisahan karena suami mafquddiperbolehkan atas dasar menghilangkankemadaratan pada istri, dan beliau jugamenqiyaskan kasus ini dengan kasus istriyang di-íla dan kasus istri yang suaminyamengalami impoten. (al-Zuhaylî 2011, 485).Ada kasus mafqud yang terjadi padamasa Umar bin Khattab yang diriwayatkanoleh Abdurrahman bin Laila, katanya adaseorang wanita yang kehilangan suaminyaselama empat (4) tahun, lalu ia melaporkanhal itu kepada Umar. Lalu Umar menyuruhwanita tersebut menunggu selama empat(4) tahun sejak ia melaporkan masalahtersebut kepada beliau. Jika keberadaansuaminya  tidak diketahui juga, maka wanitatersebut boleh menikah lagi dengan laki-lakilain setelah habis masa penantian yangempat (4) tahun tersebut. Ternyatakeberadaan suaminya memang tidak
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diketahui juga dan menikahlah wanita itudengan laki-laki lain. Setelah menikah,suaminya yang mafqud pulang. Berita inidisampaikan kepada Umar Berkata: Jika
kamu mau, saya akan kembalikan dia
kepadamu, jika tidak, maka saya akan
menikahkan kamu dengan wanita lain.
Suami mafqud menjawab: nikahkan saja
saya dengan wanita lain. (al-Zuhaylî 2011,362-363).Menurut Imam Abu Hanifah danSyafi’i, apabila si mafqud itu kembali,sedangkan isteri telah menikah, maka isteritetap menjadi milik suami yang pertama,sedangkan perkawinannya dengan sumikedua batal (fasakh). Imam Malikberpendapat jika si mafqud datang sebelumsuami kedua mencampurinya, maka wanitatersebut tetap menjadi isteri bagi suamiyang pertama. Akan tetapi apabila sudahdicampuri maka si wanita tersebut tetaplahisteri bagi suami barunya, dan suami yangke-dua ini wajib membayar mahar kepadasuami pertama.Menurut Imam Ahmad, bila wanita itubelum dicampuri oleh suami barunya, makasi wanita tersebut tetap menjadi isteri bagisuami pertama. Apabila suaminya sudahdicampuri, maka persoalannya ada ditangansuami pertama, bila ia ingin kembali padaisterinya, maka ia bisa mengambilnya darisuami kedua dan mengembalikanmaharnya. Kalau ia tidak mau, maka suamipertama dapat membiarkan wanita tersebutdengan suami barunya dan ia dapatmengambil mahar dari suami barunya. al-Zuhaylî 2011,363).Ulama Fikih berbeda pendapatterhadap status harta dan isteri mafqudyaitu ada 4 (empat) alternatif:

a. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau darisegi hartanya maupun isterinya.Maksudnya, harta dan isteri masih tetapmilik mafqud sampai ada berita yangmeyakinkan ia sudah meninggal dunia.
b. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau darisegi harta maupun dari segi isterinya.Maksudnya isteri boleh menikah lagi danharta boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
c. Ia dianggap masih hidup dari segi harta dansudah mati dari segi isterinya. Artinya, hartabelum boleh dibagikan, karena ia dianggapmasih hidup. Akan tetapi isterinya bolehmenikah lagi dengan laki-laki lain.
d. Ia dianggap masih hidup mengenai isterinyadan sudah mati mengenai hartanya.Maksudnya, isteri tidak boleh menikah

dengan laki-laki lain dan harta bolehdibagikan kepada ahli waris karenadianggap sudah meninggal. ( Syaltut dan M.Ali as-Sayis 1996, 246).Undang-undang No. 1 tahun 1974tentang Perkawinan tidak membicarakantentang mafqud hanya saja di dalamKompilasi Hukum Islam dijelaskan  dalampasal 71  tentang perkawinan dapatdibatalkan apabila:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpaizin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyatakemudian diketahui masih menjadi isteripria lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masihdalam masa iddah dengan suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umurperkawinan  sebagaimana yang ditetapkandalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa waliyang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan tanpapaksaan.

KewarisanMafqudPersyaratan ahli waris dijelaskan dalam
Faraid adalah jelas hidup pada saatkematian pewaris dan di antara syaratpewaris adalah pasti pula kematiannya.Ketidakpastian tersebut menimbulkanmasalah dalam kewarisan. Pembicaraantentang mafqud dalam kewarisan inimeyangkut dua hal. Pertama, dalamposisinya sebagai pewaris berkaitan denganperalihan hartanya kepada ahli waris.Kedua, dalam posisi sebagai ahli waris,berkaitan dengan peralihan harta pewariskepadanya secara legal. (Syarifuddin  2004,132)Kajian Fikih Islam, penentuan ststus
mafqud, apakah yang  bersangkutan  masihhidup  atau  sudah  wafat,    kian  pentingkarena menyangkut  banyak  aspek,  antaralain    dalam  hukum  kewarisan.    Sebagaiahli  waris, mafqud berhak mendapatkanbagian  sesuai  statusnya, apakah    iasebagai dzawil  furud atau  sebagai
ashabah.  Sedangkan  sebagai  pewaris,tentu ahli warisnya memerlukan kejelasanstatus kematiannya,  karena    status  inimerupakan salah  satu  syarat  untuk  dapatdikatakan  bahwa kewarisan mafqudbersangkutan    sebagai ahli waris  telahterbuka.
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Ada dua pertimbangan hukum dapatdigunakan di dalam mencari kejelasanstatus hukum mafqud, yaitu:1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapatditerima secara syar’i, sejalan dengankaedah:
الثابت بالبینة كالثابت بالمعاینة
Yang tetap berdasarkan bukti

seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.(Misalnya ada dua orang yang adi danterpercaya untuk memberikan kesaksianbahwa si fulan yang hilang telah meninggaldunia, maka hakim dapat menjadikan dasarpersaksian tersebut untuk memutuskanstatus kematian si mafqud. Jika hakim telahmenutuskan hukum, dalam kapasitas si
mafqud sebagai pewaris, maka hartakekayaannya dapat dibagikan kepada ahliwaris. (( Rahman 1982, 191)Para ulama berbeda pendapat perihaltenggang waktu menetapkan kematian bagisi mafqud. Mereka terbagi kedalambeberapa mazhab. Pertimbangan dan upayademikian memang tidak cukup kuat, tetapisebagian dapat diterima dan bisa dijadikanreferensi hukum:a. Khalifah Umar ibn Khattab pernahmenutuskan perkara melalui perkataannyasebagai berikut:

بع ایما امرأة فقدت زوخھا لم تدراین ھو فا نھاتنتظر ار
(رواه البخرى و .سنین ثم تعتد اربعة اشھر و عشرا ثم تحل 
اشافعى)

Bila perempuan ditinggalpergi
suaminya, dimana ia tidak mengetahui
keberadaan duaminya, maka ia diminta
menanti selama 4 (empat) tahun. kemudian
hendaklah ia beriddah selama 4 (empat)
bulan sepuluh hari, setelah itu ia halal
(menikah  dengan laki-laki lain).b. Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf,Imam Syafi ’i dan Muhammad Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa hakim dapatmenetapkan kematian si mafqudberdasarkan pertimbangannya.Pertimbangannya adalah rata-ratamaksimal usia manusia di mana mafqudhidup, ini terletak pada ijtihad hakim.Berdasarkan pertimbangan di atas,pada akhirnya untuk menetapkan status si
mafqud terletak pada ijtihad hakim. Padaera reformasi dan perkembangan teknologisemakin canggih, didukung denganperangkat negara yang memadai,pertimbangan-pertimbangan di atas perluditeliti efektifitasnya kembali. Fasilitaspenerangan, baik melalui media cetak

maupun elektronik sudah barang tentusangat membantu tugas-tugas hakim dalamupaya  menetapkan status mafqud.
Mafqud, dalam kedudukannya sebagaipewaris, ulama sepakat bahwa orang hilangdianggap masih hidup selama masakehilangannya, oleh sebab itu  isterinyatetap berstatus sebagai isteri si mafqud danharta kekayaannya tidak bisa dibagikankepada ahli waris. Terkait tentang sampaikapan si mafqud itu dianggap hidup ulamaberbeda pendapat sebagaimana yang telahdiuraikan di atas. Sikap yang diambil ulamaFikih ini berdasarkan kaidah istishhab yaitu

menetapkan hukum yang berlaku sejak
semula, sampai ada dalil yang menunjukan
hukum lain.Imam Syafi’i menyatakan bahwahal ini sudah menjadi ketetapan dari AllahSWT, Rasul, pendapat orang Arab dan parailmuan di negeri kami. Seorang tidak bisamewarisi harta kerabatnya sampai adabukti ia meninggal dunia. Siapa yangmewarisi harta orang hidup, maka berarti iatelah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. (asy-Syafi’i 1990, 78 )Akan tetapi, anggapan masih hiduptersebut tidak bisa dipertahankan terusmenerus, karena ini akan menimbulkankerugian bagi orang lain. Oleh karena itu,harus digunakan suatu pertimbanganhukum untuk mencari kejelasan statushukum bagi si mafqud para ulama Fikihtelah sepakat bahwa yang berhak untukmenetapkan status bagi orang hilangtersebut adalah hakim, baik untukmenetapkan bahwa orang hilang telah matiatau belum. Meskipun para ulama sepakatterkait dalam posisinya sebagai pewaris,maka ia harus menunggu sampai waktutertentu. Namun  apabila posisi si mafqudsebagai ahli waris yang mendapat bagianwarisan, ulama berbeda pendapat.Apabila  salah  seorang  kerabat
mafqud wafat,  dan mafqud termasuk  salahseorang  yang berhak  menerima  waris,maka  dalam  hal  ini terdapat perbedaanpendapat ulama Fikih. Jumhur ulama  yangterdiri  dari  dalam  madzhab  Maliki, Syafi’i,Hanbali,  az-Zhahiri  dan  Syi’ah Imamiyahberpendapat  bahwa mafqud tetapmendapat  bagian  harta warisan  sesuaidengan haknya  yang  ditentukan  syara’dan  disimpan untuk  diserahkan  ketika  iakembali. (az-Zuhaily tt, 421-422 ) Alasannyaadalah istishhab al-hal dapat dijadikan
hujjah secara mutlak, yaitu untuk menolak
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dan menetapkan hukum selama tidak adadalil yang merubahnya. Pada dasarnya iahidup dan berhak atas warisan danhartanya tidak boleh diwarisi, karena iabelum meninggal.Apabila mafqud itu  masih  hidup  dankembali  kepada keluarganya,  makapembagian  warisan  tersebut diberikankepadanya.  Akan  tetapi,  apabila ternyata iatelah wafat, yang dibuktikan dengan alatbukti  yang  meyakinkan  atau  dinyatakanwafat  oleh  hakim,  maka  bagian  warisnyadikembalikan  kepada  ahli  waris  lain  yangberhak. Menurut  ulama   Hanafiyah,
mafqud tidak mendapatkan pembagianwarisan dari keluarganya yang  meninggaldunia,  kecuali  apabila  ternyata mafqudtersebut masih hidup atau dinyatakan hidupoleh hakim.  Alasan  mereka,  orang  yangberhak mendapatkan warisan itu adalahorang yang masih hidup,  sedangkan
mafqud belum  bisa  dibuktikan apakah  iamasih  hidup  atau  sudah  meninggal.  Olehsebab itu,  menurut mereka, apabila ayah
mafqud meninggal,  maka  pembagianwarisan mafqud hukumnya mauquf(ditangguhkan) sampai keberadaannyadiketahui  secara  meyakinkan.  Artinya,  jikaternyata mafqud masih  hidup  dan  hartawarisan telah dibagikan, maka bagiannyadiambilkan dari tangan  ahli  waris  yangtelah  menerimanya, dikembalikan  olehahli  warisnya  itu  kepada mafquddimaksud.  Jika  harta  itu  telah  habis, maka
mafqud tidak  dapat  menuntut  ahli  warisyang  menerima  warisan  tersebut  unutkmengembalikannya. (Al-Sarkhisi 1989, 54)Perbedaan pendapat dari keduakelompok di atas tidaklah terlalu signifikan,namun mereka berbeda dalampenerapannya. Bagi jumhur, si mafquddimasukkan dalam komposisi sebagai ahliwaris saat pembagian harta warisan.Sedangkan Hanafiyah tidakmemasukkannya sebagai komposisi ahliwaris. Bukan berari tidak mendapatkanpembagian warisan, hanya saja bagiannyaditangguhkan.Sebenarnya perbedaan pendapattersebut bermula dari perpedaan pendapatmereka tentang istishhab sifat, yaitumemberlakukan berlanjutnya suatu sifatyang sebelumnya telah ada. Pada istishhab
sifat atau secara umum disebut istishhab al-
hal ini memang terdapat perbedaanpendapat di kalangan ulama. Satu pihakjumhur ulama, berpendapat bahwa istishhab

al-hal itu dapat digunakan untukmengukuhkan hak yang ada padanya dandapat juga digunakan untuk mendapatkanhak baru. Sedangkan menurut Hanafiyah
istishhab sifat atau istishhab al-hal itu hanyadapat digunakan  untuk mengukuhkan hakyang sudah ada padanya dan tidak adapatdigunakan untuk mendapatkan hak baru. (Syarifuddin 2004, 137)Mendudukan orang yang hilang sebagaipewaris berarti membicarakan danmempertahankan hak yang ada padanya.Terhadap hal ini mereka sepakatmenggunakan istishhab yang berarti tetapmengganggap orang hilang tersebut hidup.Terkait dengan hal ini kedua golonganulama sepakat. Itulah sebabnya merekatidak berbeda pendapat dalammemperlakukan orang hilang tersebut.Sedangkan dalam hubungannya sebagai ahliwaris, berarti membicarakan orang hilangitu akan mendapatkan hak waris. Ulamaberbeda pendapat dalam kasus ini, dalammenggunakan istishhab yang berartiberbeda anggapan apakah orang yanghilang tersebut masih hidup atau sudahmeninggal.  Ulama jumhur yangmenggunakan istishhab menganggap statushidup yang ada sebelumnya harus tetapdiberlakukan padanya, oleh karena ituorang hilang tetap dinyatakan hidup.Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapatdalam kasus tersebut istishhab tidak dapatdigunakan, maksudnya status hidup yangsudah ada sebelumnya tidak lagi menjadipertimbangan hidupnya orang tersebut. Halini berarti hak warisnya dinyatakan tidakada. Demikian dapat dipahami bahwaperbedaan pendapat mereka dalam ushulternyata membawa akibat nyata dalamperbedaan keputusan mereka dalammasalah Fikih yang dalam hal inimenetapkan hak ahli waris.Apabila hakim menetapkanmeninggalnya si mafqud, berdasarkan bukti-bukti, maka tanggal kematiannya ditetapkanberdasarkan bukti-bukti yang ada. Namunjika keputusan berdasarkan ijtihad dandugaan hakim, maka terdapat dua pendapatulama:

1. Tanggal kematian dihitung pada hari iahilang. Konsekwensinya, kerabat yangmeninggal duluan sebelum ia hilang, tidakmendapat warisan. Kerabat yang meninggalsetelah ia hilang, maka ia mendapat warisanbaik ia hidup maupun sudah meninggal.
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Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyahdan Hanafiyah.
2. Tanggal kematiannya dimulai sejakkeluarnya putusan hakim. Mafqud dapatmewarisi harta kerabatnya yang meninggalsebelum tanggal itu dan hartanya juga dapatdiwarisi  oleh kerabatnya yang masih hiduppada saat putusan itu keluar. Pendapat inidikemukakan oleh Syafi’iyah dan Hanbali.(Wahbah az-Zuhailiy tt,  425)Menurut jumhur, selain Hanafiyah,

mafqud mendapat warisan dari kerabatnyayang meninggal dunia dalam posisinyasebagai ahli waris. Apabila si mafqud adalahahli waris tunggal, karena ia meng-hijab ahliwaris lain dengan hijab hirman. Maka hartatersebut semuanya ditangguhkan untuknya.Jika ternyata si mafqud masih hidup, makadiberikan padanya dan apabila ternyatasudah meninggal dunia, maka hartadiserahkan kepada ahli waris yang berhak.Namun jika ada ahli waris lain bersamanya,maka ada dua kemungkinan:
a. Kemungkinan ia hidup, dimasukan sebagaiahli waris yang berhak menerima warisandan harta dibagikan sesuai denganketentuan syara’. Bagian si mafqud akandisimpan oleh kerabatnya atau ahliwarisnya.
3. Kemungkinan ia telah meninggal dunia, iameninggal setelah kerabatnya meninggal,maka ia mendapat warisan kerabatnya danharta warisan diserahkan pada ahli warisyang ada. Sebaliknya si mafqud tidak akanmendapat warisan jika ia yang lebih dahulumeninggal dari kerabatnya. (as-Shabuni1989, 208 )Contoh, umpamanya ahli waris adalahibu, suami, saudara perempuan dan saudaralaki-laki yang hilang. Jika diandaikan oranghilang itu hidup maka bagian ahli warisadalah sebagai berikut:a. Ibu mendapat 1/6 karena ada dua saudaraatau 12/72b. Suami mendapat ½ karena tidak ada anakatau 36/72c. Saudara perempuan dan saudara laki-lakiyang mafqud mendapat sisa harta:
1. Saudara perempuan mendapat 1/3 x 2/6atau 8/72
2. Saudara laki-laki mendapat 2/3 x 2/6 =4/18 atau 16/72Jika si mafqud dianggap meninggal,maka pembagiannya adalah:
a. Ibu mendapat 1/3 = 2/6 di aul menjadi 2/8atau 18/72

b. Suami mendapat ½ = 3/6 di aul menjadi 3/8atau 27/72
c. Saudara perempuan ½ = 3/6 di ‘aul menjadi3/8 atau 27/72.Dalam perbandingan dua kemungkinandi atas tersebut, bagian ibu yang terkeciluntuk berikan terlebih dahulu adalah 1/6atau 12/72 (jika hidup), bagian suami yangterkecil untuk diberikan dahulu adalah ½atau 27/72 (setelah di’aul dan dianggap iamati) dan  saudara perempuan yang untukdiberikan dulu adalah 8/72 (jika ia hidup).Dengan demikian harta yang ditangguhkanadalah hak orang hilang sebanyak 16/72dan 9/72, untuk kemungkinanpengembalian sesudah ada kepastiannantinya.Kalau batas waktu menunggu telahberlalu, sebagaimana yang diperdebatkan diatas, ternyata si mafqud belum juga kembaliatau belum ada juga berita kematiannya,maka ulama berbeda pendapat tentangharta yang ditangguhkan untuk si mafquditu. Menurut Abu Yusuf seperti yang dikutipoleh Amir Syarifuddin, bahwa harta yangditangguhkan dikembalikan kepada ahliwaris yang telah ada dan tidak ada untukahli waris yang mafqud. hal ini berarti oranghilang tidak berhak atas harta warisan.Sedangkan al-Khabari berpendapat bahwaharta yang ditangguhkan adalah untukorang yang hilang, namun karena beritanyatidak diketahui maka harta tersebutdiberikan kepada ahli waris si mafqud. (Syarifuddin, 2004, 233)Bukan  hanya  dalam  kajian  FikihIslam saja  penentuan  soal  meninggalnya

mafqud ini menjadi  kewenangan  hakim.Para  penyusun Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  juga  menentukan demikian.Ketentuan    Pasal 171  huruf  b  yangmenyatakan  bahwa pewaris adalah  orangyang  pada  saat  wafatnya  atau yangdinyatakan  wafat  berdasarkan  putusanpengadilan  beragama  Islam. Selain itudalam Buku II juga telah  secara  tegasdinyatakan  bahwa  salah satu  muatanyurisdiksi  voluntair  pengadilan agamaadalah  soal  permohonan  agar  seseorangdinyatakan dalam keadaan mafqud. Hukumpositif yang mengatur mafqud dalamkewarisan adalah Pasal 171 huruf bKompilasi Hukum Islam dan Buku XVIIIKUH Pedata yang terdiri dari bagian 1sampai 5 yang mengatur tentangketidakhadiran/kealpaan. Namun yang
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menjadi hukum materiil kompetensi absolutPeradilan Agama hanyalah Pasal 171 hurufb. Fakta ini menunjukkan bahwa hukummateriil yang mengatur mafqud perihalkewarisan dalam kompentensi absolutPeradilan Agama sangatlah sedikit dan tidakrinci yang dituangkan secara langsungdalam peraturan perundang- undangan.Hanya saja keterbatasan tersebut dibantuoleh Penjelasan Umum butir 2, 3 dan 4Kompilasi Hukum Islam yangmemungkinkan Hakim untuk merujukdoktrin ahli hukum atau fiqih.Soal  penentuan  meninggalnya mafqudmenjadi  yurisdiksi    pengadilan dalamlingkungan  Peradilan  Agama,    dengantetap memperhatikan:  ketentuan  Pasal  2UU  Nomor  7  Tahun  1989 yang  telahdiubah  dengan  UU  Nomor  3 Tahun  2006yang  menyatakan  bahwa Peradilan Agamaadalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilanyang  beragama  Islam    mengenai perkaratertentu  sebagaimana  dimaksud dalamUndang-undang ini. Keterbatasan peraturanperundang-undangan yang mengaturperkara mafqud kewarisan khususnya padakompetensi absolut Peradilan Agamamenimbulkan permasalahan danmenyebabkan Hakim harus berupaya lebihkeras dalam menetapkan dasar hukumdalam Penetapan atau Putusannyasebagaimana diatur pada Pasal 56 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.Permasalahan yang dimaksud adalahterjadinya dualisme hukum pada praktiknyadi Peradilan Agama khususnya dalamperkara waris. Padahal Penjelasan Umumalinea kedua Undang-Undang Nomor 3Tahun 2006 menyebutkan “...Kalimat yang
terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan: “Para
pihak sebelum beperkara dapat
mempertimbangkan   untuk   memilih
hukum   apa   yang   dipergunakan   dalam
pembagian warisan‟ dinyatakan dihapus”. 10Apabila Peradilan Agama masihmenggunakan hukum materiil yang menjadihukum positif Peradilan Umum makaeksistensi Peradilan Agama sebagaiperadilan yang dikhususkan untukmasyarakat beragama Islam perludipertanyakan.Orang yang di tawan oleh orang kafir,meskipun keadaannya mungkin samadengan orang hilang, namum dibicarakan

tersendiri dalam literatur Fikih, terpisahdari pembicaraan orang hilang alasanpembedaan ini terlihat bahwa pada oranghilang atau mafqud masalahnya hanya satuyaitu tidak ada kepastian matinya.Sedangkan pada orang yang ditawan musuhkafir ada kemungkinan munculnya masalahkedua yaitu perubahan status tawanan itumenjadi budak yang merupakan penghalangmendapatkan warisan.Berkenaan dengan kemungkinanperbedaan itu, para ulama berbedapendapat dalam menetapkan statuskewarisan orang yang ditawan oleh musuh..menurut an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’menukilkan pendapat seluruh ulama yangmenyamakan kedudukan orang yangditawan musuh dengan mafqud, selamabelum ada kepastian kematiannya, iadinyatakan sebagai ahli waris. Haknya atasharta warisan ditangguhkan. Alasan  yangdigunakan oleh kelompok ini adalah dasarpemberian hak kepadanya adalahkeumuman ayat 11, 12 dan 176 dari suratan-Nisa’. Tidak ada penjelasan dalam ayat-ayat tersebut yang membatasi ahli warisyang ditawan dari hak kewarisan.(Qudamah 1997,  92 ). Sedangkan menurutal-Nakha’i bahwa orang yang ditawan itutidak berhak mewarisi. Alasannya adalahbahwa ia menjadi budak oleh orang kafiryang menawannya, dan dalam hal tersebutia terhalang mendapat warisan. Alasan iniditolak oleh pendapat pertama karenaorang kafir itu tidak akan bisa memilikiorang yang merdeka. (Qudamah 11997,392) Dijelaskan juga di dalam kitab al-Umm,bahwa telah terjadi perdebatan antaraImam Syafi’i dengan seseorang, tentangkedudukan orang murtad, apakah samadengan mafqud, kemudian dihubungkandengan masalah kewarisan. Orang tersebutberkata kepada Syafi’i bahwa sebagianulama Timur telah memutuskan bahwaapabila seseorang keluar dari kelompokumat Islam, lalu bergabung dengan orang-orang musyrik, baik sebagai pendetamaupun militer dinyatakan telah meninggal.Akibatnya adalah semua yang berkenaandengannya menjadi gugur dan lepaskepemilikannnya, seperti isteri, harta danbudak. Oleh karena itu hartanya bolehdibagikan kepada ahli waris yang ada danisterinya boleh menikah lagi setelahmenjalani masa iddah, budaknya bolehmemerdekakan diri.
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Alasannya mereka berlandaskankepada qiyas, yaitu pada dasarnya orangmurtad itu halal darahnya dan bolehdibunuh. Ini menunjukkan bahwa orangmurtad itu dapat dianggap telah meninggaldunia, walaupun pada hakekatnya masihhidup. Hal ini disebabkan karena Islammenghalalkan darahnya dan mereka meng-
qiyas-kan murtad kepada mafqud.Menurut Imam Syafi’i, orang murtad itutidak sama dengan mafqud, karena murtaditu jelas hidupnya dan tidak bisa dikatakantelah meninggal dunia. Kalaupun ternyata iatelah meninggal dalam keadaan murtad,maka harta peninggalannya tidak bolehdibagikan kepada ahli warisnya. (asy-Syafi’i1990, 78-79) Hal ini karena muslim dankafir tidak saling mewarisi, sebagaimanasabda Rasulullah:

ق علیھ)لایرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلمون (متف
Orang Islam tidak mewarisi orang kafir

dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.
(HR. Mutafaq ‘alaih).Harta peninggalan orang murtadtersebut menjadi harta fai’ dan diserahkanke bait al-mal. Namun jika ia kembali lagi keIslam maka harta diserahkan kembalikepadanya. Akhirnya orang tersebutmenerima pendapat Imam Syafi’i

Berdasarkan uraian di atas dapatdisimpulkan bahwa pertama, terjadiperbedaan pendapat ulama mazhab dalambatas maksimal usia mafqud dinyatakanmeninggal:
1. Abu Hanifah dan sahabatnyaberpendapat seseorang yang mafqudbaru ditetapkan secara hukum, yaituapabila telah meninggal orang yangseusia si mafqud. Terkait dengan usiaorang yang meninggal pada umumnya,kelompok ini berpendapat ada usia 60tahun, 90 dan 120 tahun.
2. Menurut Syafi’iyah, si mafqud dapatdinyatakan meninggal berdasarkanbukti-bukti yang ada atau setelah berlalubeberapa masa yang diyakini bahwamenurut biasanya tidak mungkin iamasih hidup. Mereka tidak menetapkanukuran masanya, karena usia manusiaitu relatif, namun menyerahkankansepenuhnya kepada hakim berdasarkanpertimbangan tersebut.
3. Malikiyah berpendapat seseorang yang

mafqud bisa ditetapkan meninggal duniaoleh hakim apabila  telah berlalu waktuselama empat tahun (4) tahun. Namunbatas usia seseorang menurut Malikiyahadalah sampai umur 70 tahun.
4. Hanabilah membedakan keadaan orangyang mafqud kepada 2 kategori:a. Mafqud yang berat dugaan meninggaldunia, Kasus seperti ini si mafqud dapatdikatakan telah meninggal dunia apabila telahberlalu waktu selama 4 tahun.b. Mafqud yang tidak berat dugaan iameninggal dunia. Si mafqud dalam kasus inidianggap telah meninggal dunia apabila orangyang sebaya si mafqud pada umumnya telahmeninggal dunia, atau sependapat denganHanafiyah.

Kedua, Ulama Mazhab juga berbedadalam menggunakan istishhab sifat atau
istishab al-hal dalam memposisikan si mafqudbaik sebagai pewaris maupun sebagai ahliwaris. Ulama jumhur menggunakan istishhab
al-hal dalam mempertahankan hak si mafqudseperti isteri dan hartanya, sehingga si
mafqud dianggap hidup. Isteri dan hartanyatetap milik si mafqud, bila posisinya sebagaiahli waris, ia tetap memperoleh haknya, danditangguhkan pemberiannya.Sedangkan ulama Hanafiyah hanyamenggunakan istishhab al-hal hanyalah dalammempertahankan hak si mafqud, sedangkandalam memperoleh hak baru tidak bisadigunakan. Artinya isteri dan hartanya tetapmenjadi milik si mafqud, tapi bila posisinyasebagai ahli waris tidak tidak memperolehbagian, karena tidak jelas hidupnya di saatkematian pewaris.
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